
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 95, 2020  ADMINISTRASI. Seketariat Kabinet.  

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 55 TAHUN 2020 

TENTANG 

SEKRETARIAT KABINET 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang:   bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian 

dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran 

kepada  Presiden dan Wakil Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Sekretariat Kabinet; 

 

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT KABINET. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1  

(1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

(2) Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. 
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Pasal 2  

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan 

manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden 

dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah; 

b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah yang mengalami hambatan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; 

d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 

persetujuan Presiden; 

e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan 

penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; 

f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan 

pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang 

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta 

penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan 

keprotokolan; 

g. pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi  

dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi 

Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir; 

h. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional 

penerjemah; 

i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di 

lingkungan Sekretariat Kabinet; 

j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi 

perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan 
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prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta 

pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di 

lingkungan Sekretariat Kabinet; 

k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan 

data dan informasi serta penyediaan sarana dan 

prasarana pengembangan teknologi informasi di 

lingkungan Sekretariat Kabinet; 

l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Sekretariat Kabinet; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. 

 

BAB II 

ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 4  

Sekretariat Kabinet terdiri atas: 

a. Wakil Sekretaris Kabinet;  

b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 

c. Deputi Bidang Perekonomian; 

d. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi; 

f. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; 

g. Deputi Bidang Administrasi; dan 

h. Staf Ahli. 

 

Bagian Kedua 

Wakil Sekretaris Kabinet 

 

Pasal 5  

(1) Wakil Sekretaris Kabinet berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. 
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(2) Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat Kabinet. 

(3) Berdasarkan penugasan Sekretaris Kabinet, Wakil 

Sekretaris Kabinet mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan 

Sekretariat Kabinet. 

 

Bagian Ketiga 

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

 

Pasal 6  

(1) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.  

(2) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin 

oleh Deputi.  

 

Pasal 7  

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai 

tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan 

pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, 

hukum, dan keamanan. 

 

Pasal 8  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 

menyelenggarakan fungsi:  

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, 

hukum, dan keamanan; 

b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang politik, hukum, dan 

keamanan yang mengalami hambatan; 

c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas 

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang 

politik, hukum, dan keamanan; 
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d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana 

kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 

menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan 

keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; 

e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan 

penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di 

bidang politik, hukum, dan keamanan; 

f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau 

pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan 

keamanan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kabinet.  

 

Bagian Keempat 

Deputi Bidang Perekonomian 

 

Pasal 9  

(1) Deputi Bidang Perekonomian berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. 

(2) Deputi Bidang Perekonomian dipimpin oleh Deputi. 

 

Pasal 10 

Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian 

dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian. 

 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana 

kebijakan dan program pemerintah di bidang 

perekonomian; 

b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang perekonomian yang 

mengalami hambatan; 


